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MENYIMAKPEMBANGUNAN·POLITIK DI

INDONESIA

Oleh : Sugeng Astanto111)

Berbicara masalah politik, biasanya akan' bermuara dari konsep
dasar, bahwa manusia adalah makhluk politik (zoon polition). Dengan
demikianpolitik merupakan suatu aspek· yang dibangun pada
kepribadian setiap individu.MenurutSpranger, manusia sebagai. makhluk
paUtik memiUki kecenderungan menJunjung tinggi nilai-nilai politik.
Nilai-nilaipolitik menjadiprioritas preferensi perUakunya (Maddi, , 1976).
Lebih jauh ditegaskan .bahwa individu yang mengutamakan nilai-nilai
politik cenderung memiliki motivasi untuk berkuasa yang tinggi. Dalam
pandanganpsikologi, motivasi berkuasa sering dibatlas dalam istilah
"need of power" (McClelland, 1987). Perilaku sok berkuasa adalah
contoh sederhana bahwa manusia adalah makhluk politik yang di
dalamnya .. memiliki "need of power". Misalnya seseorang yang
menempati· tanah negara, ketika ,hendak digusur ia menentang
mempertahankan haknya? (padahal jelas bahwa ia punya atas
tanah itu),bahkan ia berani mengajukan tuntutan ganti rugi. Apa ia
lakukan mencerminkan adanya nilai-nilai politik yang menjadi "frame of
reference",sehingga ia punya langkah yang politis dalam menyelesaikan
masalah.

lIustrasi di atas menunjukkan bahwa manusia tak pernah lepas
dari dimensi politik yang pada gilirannya memerankan kekuasaan.
Manusia ingin selalu memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Olehkarenanya setiap individu selalu memiliki kepentingan paUtik.
Kepentingan .itu tercermin dalam menentukan nasibnya dalam kehidupan
berbangsa dan bemegara. Dengan demikian mereka merasa
eksistensinya diakui dan sekaligus sebagai meningkatkan
aktualisasi dirinya. Oleh sebab itu, benturan paUlik antar
individu , antar kepentingan kelompok merupakan wajar
dan hampir selalu ·mewamai peradaban bangsa
panjang. Benturan-benturan kepentingan politik

,kepentingan politik yang dijadikan acuan perilaku
..pada kepentingan politik dan sagala pranata yang u
·masyarakat tempat individu itu berada. Dalam mewujudkan kepentingan
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politiknya individu dihadapkan pada "bargaining position" dengan
kekuatan poUtik dan sosial yang ada dalam masyarakat itu. Persoalan
yang muncul adalah seberapa jauh masing..masing pihak saling
men komodasi kepentingan paUtik dan potensi politik yang mereka
miliki? mengatasi persoalan tersebut rna ,setiap ba'ngsa memiliki
caranya sendiri yang khas sesuai dengan norma politik yang diyakini
serta kondisi riil yan~ dihadapi oleh suatubangsa. Dalam rangka
menjamin terwujudnya kepentingan politik setiap individu, n1esyarakat
dan bangsa, maka setiap bangsa'membangun sistem poUtik yang sesuai
dengan 'kondisi dan .cita..cita masing-~asing bangsa.

hadir dalam tiap
Dalam pengertian ini

seorangpun mampu
Ll4""lI~v"""t"'II ketika peJabat

pada "permainan
itu adalah .

Pembangunan politik

Politik suatu
lingku an
terkandung

semua bisa melihat pembangunan politik penting artinya.
Pemikiran tentang perlu tidaknya pembangunan politik fefah
menimbulkan perdebatan klasik yang tak pernah surut. Pihak

pemban nan politik tersebut tidak Yang
V~llIl~'·U"~1 kesejahteraan bangsa adalah pembangunan

I\II~I"'VU.~" b bahwa struktur
Liberalis

politik
I ,,,,YQI Q n~~",v~~'V'UF\~r~n umumnya

ap ini. Kehidupa'n politik kolaborasi
antara kepentingan paUtik elit penguasa, pengusaha dan elit Angkatan
Bersenjata (Herrison, 1988)..Disamping itu juga ada yang berpendapat
pembangunan poUtik perlu sebagai langkah pelembagaan dalam rangka
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pembangunan ekonomi. Asumsi merekaadalah, bahwa pembangunan
politikdiperlukan, dalam rang·ka menciptakan kerangka 'Iandasan
struktur bagi kemajuan pemb.angunanekonomi.

Kelompok yang lain berpendapatbahwa pembangunan
mutlak perlu. Esen.sipembangunan politikpada dasarnya adalah upaya
menuju "nation and ,character building" (proses pembinaan dan
pembangunan watakbangsa). Dalam kontek inilah manusia sebaga·j
makhluk poUtik berpendapatmedia untukberekspresi
mengaktualisasikan dirinya secara optimal.Untuk itu diperlukan pranata~

perangkat poUtik yang mampu menampung potensi, aspirasi,' harapan
dan cita-cita'politik masyarakat.Setiapbangsa mempunyai cars yang
khas dalam mewujudkan wahana tersebut. Pembangunan politik dalam
konteks 'ini juga mempunyai makna yang lebih luas dan urgen dan
sekedarkepentinganekonomi. ,Berusaha mensosiaHsasi'nilai-nilai., filsafat
dan 'pandangan hidup bangsa melalui spra struktur ·dan infra struktuf
.politik merupakan tugas' berat yang harus diselesaikan dalam
pembangunan politik setiabangsa. Keberhasilan, dalam membina
kehidupan politik dan warga negara yang handal dalam berbagai
dimensi kehidupan.

Perspektifdi Indonesia

Indonesia meletakkan struktur pembangunan paUtik di atas
landasan Pancasila dan UUD '45. Maka yang muncul kemudian adalah
forrnulasi "sistem politik DemokrasiPancasila" yang berarti bahwa politik
kehidupanpolitik didasarkan pada pancasila sebagai satu-satunya azas
dalam kehidupan bemiasyarakat, berbangsa dan bernegara
(Lemhannas, 19889). Salah satu ciri yang menonjol dalam sistem politik
ini adalah adanya "concern" yang tinggi terhadap kepentingan dan
integritas individu (baca : rakyat) .. Hal ini terbukti dengan adanya azas
kedaulatan di t~ngan rakyat.lndividusebagai makhlukpolitik
mendapatkan medianya untuk mengatikulasikan
kepentingan-kepentingannya,' dalam batas sesuai dengan tujuan dan
komitmen 'bangsa.

Pembangunan politik dalam konteksnationand chacaracter
buildingdilndon~sia juga tidak terlepas 'dariperdebatan, klasikseperti
tersebut di, atas. Pada tahap awalkepemimpinan orde baru pelaksanaan
pembangunanberorientasipada pembangunanekonomL Konsep dasar
yang.dijadikanacuan ,adalah suatu asumsi,bahwa keadilan,
kesejahteraan dan sejenisnya akan muncul dengan sedirinya 'apabila
perekonomiantumbuh dengan' pesat (tricle down effect theory). Asumsi
ini menimbulkan perbedaanyakni antar kalangan mahasiswa UI dengan
para teknokrat,yang pada gilirannya melahirkan peristiwa "Malari'.
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Kenyataansampai saat ini dari apa yang diperjuangkan mahasiswa
tersebut terbukti. Pemerataan masih merupakan barang langka dan·· ihi·
melemahkan daya tangkal bangsa (L.B. Moerdany, 1991). Keadilan juga
masih merupakan. barang mewah yang hanya bisa dimiliki oleh golongan

'MM''''IWIW'U' tanah dan ganti rugi adalah bukti ko·nkrit.

bukan berarti orde baru tidak berhasil mencap.ai
keberhasilan yang sudah dicapai dalam

ftllleo~Ir"\\/~ dengan adanya penyusutan parpol, yaitu
parpol tinggal 10 yang samula 27 parpol.
dirampingkan menjadi 3 partai. Ber·sarnacln

kebijakan politik .massa mengambang
temyata untuk mengeliminir semangat
pendukung partai. Sejalan dengan itu

politik yang dicanangkan lewat P-4, dilaksanakan
Uvf! Ug~(j;iiU fI<I"'Si;i"\.leo~n masyarakat melalui dan tingkat RT/RW sampai

f'!!l""ilb"'l~iA"~+ si stabilitas poliitik semakin mantap dengan
sebagai satu-satunya azas.

yang dikatakan kurang berhasil· dalam
di Indonesia, sebenamya hanya. persoalan

",.or"noru','!~n~I"". Salah satu indikator yang dilihatt adalah
\.uu;;;;;(n.yIK~a~""'Il""\"··<l""!!l beberapa surat kabar beberapa waktu yang
la kebebasan dan kemandirian pars benar-benar
"terkendalr'.

Akibat keberadaan pars hanya merupakan kepanjangan tangan
pemerintah dan kurang mempu menyuarakan kepentingan rakyat.

Hal ini memang diakui oleh Fraksi Karya Pembangunan yang
mengharapkan pers selaku mitra ke~a dapat lebih mernahami kedudukan

FKP sebagai bagian tak terpisahkan dan DPR-RI
22 J i 1993).

ditegaskan bahwa pihaknya selalu
menyuarakan kepentingan rakyat

elektronik. Karena melaluipers-Iah semua ma~salc.n

semua masyarakat Iuas
kepentingan rakyat
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